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Zigriya Anbiyana Yusuf (B111 10 401), Dengan Judul  
“Prapenuntutan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 
Anak”. Di Bawah Bimbingan Bapak M. Syukri Akub Selaku 
Pembimbing I Dan Ibu Haeranah Selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
prapenuntutan dalam perkara pidana anak. Adapun tujuan lain dari 
penelitian ini, yakni mengetahui permasalahan hukum yang terdapat 
pada proses prapenuntutan perkara pidana anak. 
Penulis melakukan penelitian di Kepolisian, Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Balai Permasyarakatan, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data, serta melakukan wawancara dan pengumpulan 
data atau dokumen  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
dikaji. 
Hasil Penelitian yang dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan 
Negeri Makassar,  anak dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana 
dalam pelaksanaan prapenuntutan dalam perkara pidana anak masih 
terdapat banyak permasalahan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
penyidik yang kurang teliti dalam melakukan penyususnan BAP, 
serta penuntut umum yang kurang jelas dalam memberikan 
penjelasan kepada penyidik mengenai berkas perkara yang kurang 
lengkap sehingga berkas perkara anak menjadi terhambat 
dilimpahkan ke pengadilan yang menyebabkan hak-hak anak tidak 
terpenuhi seperti hak agak perkaranya segera dilimpahkan ke 
pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban 
bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan 
adalah pokok perkara di BAP tidak fokus, alat bukti tidak tercantum 
lengkap, keterangan saksi tidak tercantum lengkap, kesalahan pada 
syarat formil dan syarat materill di BAP. Adapun upaya yang 
dilakukan ialah memberi petunjuk yang jelas dan rinci, menjalin 
koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, 
melakukan komunikasi dan bekoordinasi, serta mengingatkan 
berkomunikasi secara intensif. 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadirat 
ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
yang telah memberikan kekuatan lahir batin, yang membuat semua hal 
menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Prapenuntutan 
dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak” yang merupakan 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia 
ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak 
lepas dari kekurangan-kekurangan itu, sehingga apa yang tertulis dan 
tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis 
apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan 
bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna.  
Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih 
yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :  
1. Kedua orangtuaku yang telah banyak memberikan dukungan, 
bimbingan serta doa Bapak H.M. Yusuf Tangai, S.H.,M.H dan Ibu 
Hj. Syamsiah, dan juga Kakakku tercinta Annisa Rahmana Yusuf, 
S.H  dan juga kepada Adikku tersayang Muh. Wildan Yusuf dan 
Annastasia Mukrima Yusuf. 
vii 
 
2. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi,Sp.Bo., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.  
3. Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. Selaku Dekan Fakultas 
hukum Universitas Hasanuddin, serta Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. 
Ir. Abrar Saleng, SH.,MH., Wakil Dekan II Bapak Dr. Anshori Ilyas, 
SH.,MH., serta Wakil Dekan III Bapak Romi Librayanto, SH.,MH., 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Prof. Juajir Sumardji, S.H.,MH. Selaku Penasihat Akademik. Atas 
bimbingan, arahan dan waktu yang di berikan kepada penulis dalam 
proses perkuliahan sampai sekarang, semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk bapak.    
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. Selaku pembimbing I 
dan Ibu Hj. Haeranah, S.H.,MH. selaku Pembimbing II. Atas 
bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk bapak dan ibu.  
6. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,MH., Bapak Dr. Amir Ilyas, 
S.H., M.H., dan Ibu Nur Azisah, S.H., MH., selaku tim penguji atas 
masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.  
7. Para Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan 
dan bantuannya. dan Seluruh staf akademik Fakultas Hukum 
viii 
 
Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam 
penyusunan administrasi akademik ini. 
8. Ibu IPTU Afryani Firman, S.E., M.H., selaku Penyidik Anak dan 
sebagai staf yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam 
hal kelengkapan data terkait dalam penyusunan skripsi penulis. 
9. Ibu Rustiani Muin, S.H., selaku Penuntut Umum Anak yang telah 
memberikan bantuan dan masukan dalam hal kelengkapan data 
terkait dalam penyusunan skripsi penulis. 
10. Sahabat-sahabatku Nur Annisa Rezky, Fitriah Faisal, S.H., 
Oktafina Pikoli, Febrina Nurul Wardah, S.H, Risdianti, Siti 
Idawani, Merry Ayu Lestari Kartawijaya, Bani P.H,S.H, Ali 
Samsun, dan Khaerul Fadly Jamin. Dan yang tidak sempat saya 
sebutkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.  
Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 
berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri ucapan 
terima kasih ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat 
Allah SWT Amin Amin Ya Robbal Alamin.  






HALAMAN JUDUL ……………………...………………………………………i 
LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………...ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………………..iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI……………………………iv 
ABSTRAK ……………………………………………………………………... v 
UCAPAN TERIMAKASIH ……………………………………………………. vi 
DAFTAR ISI …………………………………………………………………... ix 
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………... xi 
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 
A. Latar Belakang Masalah …………………………………….…….1 
B. Rumusan Masalah ………………………………………………....8 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………...8 
D. Definisi Operasional …………………………………………….…9 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………….11 
A. Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana ………………………….11 
1. Penyelidikan …………………………………………………11 
2. Penyidikan …………………………………………………...14 
3. Prapenuntutan dan Penuntutan …………………………...19 
a. Prapenuntutan ………………………………………….19 
b. Penuntutan …………………………………………….. 23 
x 
 
4. Pemeriksaan Persidangan ………………………………... 30 
B. Prapenuntutan …………………………………………………...35 
1. Hakikat dan Fungsi Prapenuntutan ……………………….35 
a. Hakikat Prapenuntutan ……………………………….. 35 
b. Fungsi Prapenuntutan …………………………………40 
2. Prosedur Prapenuntutan …………………………………...42 
C. Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Dalam Proses 
Pemeriksaan Perkara Pidana …………………………………. 51 
1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak ………………………..51 
2. Pengertian Anak …………………………………………….53 
BAB III METODE PENELITIAN …………………………………………….. 58 
A. Jenis Penelitian …………………………………………………. 58 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian …………………………………...58 
C. Jenis dan Sumber Data …………………………………………58 
D. Teknik Pengumpulan Data …………………………………….. 59  
E. Teknik Analisis Data ……………………………………………. 60 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………………61 
A. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana  
Anak ……………………………………………………………… 61 
B. Permasalahan Hukum yang terdapat dalam Proses  
Prapenuntutan Perkara Anak …………………………………..81 
BAB V P E N U T U P ………………………………………………………... 87 
A. Kesimpulan ……………………………………………………… 87 
xi 
 
B. Saran …………………………………………………………….. 87  




TABEL 1 ……………………………………………………………………… 82 
TABEL 2 ……………………………………………………………………… 83 





A. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri 
maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi 
dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga 
masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika 
kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas 
tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.1  
Hukum secara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan 
public, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah Jaksa 
dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum berhadapan dengan 
terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang 
didakwakannya atas diri terdakwa. 
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan 
bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak 
hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di 
                                                 
1 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 43 
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Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang 
merupakan tujuan dari hukum acara pidana.  
Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang 
perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si 
pelanggarnya (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan 
tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Di 
Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan 
dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
disingkat dengan KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan 
tersebar dalam pelbagi undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang 
merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan 
Hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau 
pelanggaran.2 
Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana merupakan dua 
institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. 
Institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi 
dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menenggulangi kejahatan atau 
mengendalikan terjadinya kejahatan. Adapun tugas menyelesaikan 
kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, 
yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada 
tahap judicial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan 
dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana. 
                                                 




Prapenuntutan merupakan proses dimana berkas acara 
pemeriksaan dari pihak kepolisisan yang dilimpahkan ke kejaksaan 
diperiksa kembali oleh pihak kejaksaan apakah sudah lengkap atau belum 
guna untuk melanjutkan ke proses penuntutan. 
Era KUHAP sekarang, di dalam proses penyidikan ada yang 
disingkat SPDP, yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang 
merupakan bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam 
hal ini, begitu sudah ada SPDP, maka penuntut umum sudah mulai 
mengkoordinasi arah perkembangan kasus. Penuntut Umum mulai 
memberikan masukan-masukan ke penyidik. Setelah penyidikan 
dinyatakan selesai maka segera berkas perkara tersebut diserahkan ke 
penuntut umum. KUHAP mengatur dalam Pasal 110 ayat (1) yang 
berbunyi3 : 
“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib 
segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.  
 
Seseorang menjadi jahat atau baik dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah 
satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada 
tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. 
Begitu juga dengan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk 
perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Kenakalan 
anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang 
                                                 
3 Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1984 
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mendasari kehidupan atau keturunan sosial yang dapat menimbulkan 
ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan 
merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kenakalan 
anak disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan 
masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan 
merupakan tanggungjawab bersama anggota masyarakat. Anak nakal 
perlu ditangani sedemikian rupa dengan memperhatikan masa depannya.4 
Masa anak-anak adalah masa seseorang sangat membutuhkan 
kasih sayang terutama dari orang tua untuk berkembang dan belajar. 
Keadaan ini tidak akan ditemui di dalam lembaga pemasyarakatan yang 
dibatasi oleh tembok yang tinggi dan dalam suasana yang tidak harmonis 
dengan satu sama lain. Di dalam keluarga saja jika anak tidak 
mendapatkan kasih sayang/perhatian dari keluarganya terutama orang 
tuanya, anak itu akan mencari perhatian didalam ataupun di luar rumah 
dan bisa saja anak akan menjadi nakal. Sedangkan di lembaga 
pemasyarakatan kasih sayang yang seharusnya didapatkan lingkungan 
kelurga tidak mungkin didapatkan, para petugas lembaga tidak dapat 
sepenuhnya memperhatikan para penghuni karena banyaknya anak-anak 
yang mesti mereka awasi. 
Beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan 
dengan aparat penegak hukum antar lain kurangnya perhatian keluarga, 
sehingga anak telantar secara fisik maupun mental, faktor 
                                                 
4 Paulus Hadisuprapto. Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya). 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 128 
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pergaulan/lingkungan, dampak negatif dari perkembangan pembangunan 
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup 
sebagai orang tua, semua itu telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat serta berpengaruh tehadap nilai 
dan perilaku anak. 
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak 
adalah keturunan  kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah 
amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah potensi 
dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh 
karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun 
sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan meberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminasi. 
Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari 
istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan 
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sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, 
yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, 
lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas 
pembinaan anak.5 
Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-
peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak 
diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, 
acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 
sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum 
acara peradilan anak. 
Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus 
menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak,  Penuntut Umum Anak, 
Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan 
yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan 
Anak, bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, dan dapat 
memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan 
hukum.6 
Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, 
pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik 
khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. 
                                                 
5 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Hlm. 35. 
6 Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum. 
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Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan 
prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan 
martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan 
membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.7 
Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya, 
termasuk dalam bidang hukum pidana) melalui penyelenggaraan 
peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip 
bahwa penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak merupakan bagian 
integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan 
bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan selalu diperlakukan 
secara proposional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau 
perbuatannya. 
Sitem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan 
pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak 
meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang 
menyangkut kepentingan anak. Menekankan dan memusatkan pada 
kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan 
pidana  anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar 
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Peradilan pidana 
anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik 
sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, 
                                                 




sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tongkat utama 
dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 
menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan dalam perkara pidana 
anak? 
2. Alasan yuridis apakah yang menjadi dasar dilakukannya 
prapenuntutan perkara anak? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai 
tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian 
halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan prapenuntutan 
dalam perkara pidana anak. 
2. Untuk mengetahui lebih lanjut hambatan yang terdapat dalam 
proses prapenuntutan perkara anak. 
 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : 
9 
 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan 
perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan 
mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang 
masalah ini. 
2. Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara 
Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
 
D. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca 
terhadap variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang 
terkandung dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa 
istilah dalam judul ini sebagai variabel : 
1. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau 
perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan 
dimulainya penyidikan dari Penyidik, mempelajari atau 
meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang 
diterima dari Penyidik serta memberi petunjuk guna dilengkapi 
oleh Penyidik untuk dapat menemukan apakah berkas perkara 
tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.8 
                                                 
8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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2. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk 
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan.9 
3. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.10 
                                                 
9 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1958, Hlm. 161. 






A. Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana 
1. Penyelidikan 
Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan 
(Pasal 1 butir 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 
Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 
butir 5 KUHAP). 
Wewenang penyelidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
KUHAP, sebagai berikut : 
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya perbuatan/tindak pidana; 
2. mencari keterangan dan barang bukti; 
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum. 
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari 
penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :  
a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ; 
12 
 
b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan; 
c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatan; 
d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
memaksa; 
e) menghormati hak asasi manusia. 
Penyelidik atas perintah penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b KUHAP, dapat melakukan tindakan berupa:  
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan penyitaan; 
2. pemeriksaan dan penyitaann surat; 
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak 
pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya 
penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.  
Menurut Linda Hancock, terhadap penanganan kasus anak, polisi 
dapat melakukan tindakan diskresi atau tanpa melakukan proses lanjutan 
dengan hanya memberikan peringatan lisan saja. Tindakan pembebasan 
terhadap anak dilakukan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak 
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tanpa pemenjaraan, sehingga anak dapat kembali hidup normal tanpa 
harus dipenjara.11 
Setelah ditangkapnya anak oleh pihak kepolisian, anak langsung 
dibawa ke kantor polisi. Alasan membawa anak yang diduga melakukan 
tindak pidana ke kantor polisi adalah untuk dilakukan proses selanjutnya 
yaitu penyidikan. Sedangkan dibawa ke tampat lain dengan alasan 
mengusahakan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penyidikan atau 
diselesaikan secara damai. 
Polisi dalam menangani kasus anak yang ditangkap harus 
mempersiapkan tindakan alternatif yaitu peringatan informal, peringatan 
formal, dan perundingan. Tindakan berupa peringatan informal yaitu 
dilakukan polisi dengan memberikan peringatan secara lisan setelah anak 
diberikan nasihat-nasihat. Tindakan peringatan lisan ini dilakukan 
terhadap tindak pidana yang ringan seperti anak yang tidak sengaja 
melempar rumah orang dengan batu. Tindakan berupa peringatan formal 
yaitu berupa peringatan yang mewajibkan pihak pelaku untuk membuat 
surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan pelanggaran lagi. 
Tindakan peringatan formal ini dilakukan terhadap tindak pidana 
perkelahian antara anak sekolah yang tidak menyebabkan terjadinya luka. 
Tindakan yang ketiga yaitu tindakan yang diambil oleh polisi berdasarkan 
perundingan antara korban, pelaku, dan polisi. Bentuk tindakannya seperti 
anak akan disekolahkan atau anak akan diberikan pendidikan secara 
                                                 
11 Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 94. 
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intensif seperti terhadap anak pelaku tindak pidana yang putus sekolah 
dan tidak memiliki orang tua.12 
 
2. Penyidikan 
Penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 
penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang 
tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau 
pelaku tindak pidananya.13 
Penyidik dalam anggapan umum yang disebut sebagai penyidik 
adalah hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), namun 
secara yuridis formal tidak demikian, karena selain Polri masih ada 
Penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan 
Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal ini, antara lain 
dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP14. 
Penyidik memiliki kewenangan yaitu setelah menerima laporan 
atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana, 
selanjutnya penyidik melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian yaitu menyuruh seorang memeriksa tanda pengenal diri 
                                                 
12 Ibid., Hlm. 96. 
13 Pasal 1 ayat 3 KUHAP. 
14 Bambang Waluyo. Pidana dan Pemidanaan. Bandung: Sinar Grafika, 2007. Hlm. 41. 
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tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik 
jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, 
mengadakan penghentian penyidikan.  
Dalam penyidikan perkara anak, menurut Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan diversi, menurut Pasal 29 ayat (1) 
dan ayat (2) menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses 
diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya 
diversi. 
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi 
harus mempertimbangkan (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak) : 
a. Kategori tindak pidana; 
b. Umur anak; 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan 
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP penyidik 
juga mempunyai kewajiban untuk membuat berita acara tentang 
pelaksanaan tindakan. Sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, berita acara 
yang dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, 
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penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan 
benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat 
kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan 
danpelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.  
Terhadap berita acara tindakan tersebut dibuat atas kekuatan 
sumpah jabatan, untuk itu dalam berita acara tersebut selain 
ditandatangani oleh jabatan yang berwenang ditandatangani pula oleh 
semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Setelah pembuatan 
berita acara tindakan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada 
penuntut umum, penyerahan berkas perkara dilakukan dengan dua tahap. 
Pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; kedua, dalam hal 
penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.  
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP, 
penyidik melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum 
mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk 
dari penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai apabila dalam 
waktu 14 (emapt belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil 
penyidikan. Penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut 
umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk 
dilengkapi sesuai dengan Pasal 110 Ayat (3) KUHAP.  
17 
 
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana 
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasihat hukum sesuai dengan Pasal 114 KUHAP. 
Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik 
anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau 
diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.15 
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
penyidik anak yaitu : 
1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan 
oleh penyidik. 
3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah 
sebagai berikut : 
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak; dan 
                                                 
15 Lihat. Pasal 75 KUHAP. 
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c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan 
anak. 
Penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasanan kekeluargaan. 
Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan 
pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa 
pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan 
bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka 
memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada 
waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak 
menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agarpemeriksaan berjalan 
dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu 
menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan 
keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.16 
Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan 
bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, Penyidik dibantu 
Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan 
bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan 
Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap 
memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal 
ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.  
                                                 
16 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. 
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Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi 
dalam melakukan penyidikan terhadap anak yaitu17 : 
a. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar 
terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak. 
b. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-
kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti 
pencuri, maling, pembohong dan lain-lain. 
c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi 
dalam melakukan wawancara terhadap anak. 
d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik 
atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa 
permusuhan pada anak. 
e. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang 
dikemukakan oleh anak pda saat penyidik melakukan 
wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin-
poin penting dari hasil wawancara, setelah selesai baru dibuat 
catatan yang lengkap hasil wawancara tersebut. Oleh karena 
itu, sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang 
tersembunyi untuk membantu mengingatnya. 
 
3. Prapenuntutan dan Penuntutan 
a. Prapenuntutan 
                                                 
17 Marlina, op.cit. Hlm. 89. 
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Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri. Tetapi 
terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni pada Pasal 
109 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP.  
Definisi dari prapenuntutan itu sendiri yakni pengembalian berkas 
perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum 
berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap 
disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai 
apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak 
mengembalikan berkas perkara.18 
Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau 
perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya 
penyidikan oleh penyidik, guna untuk mempelajari atau meneliti 
kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik 
serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat 
menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak 
ke tahap penuntutan.19 
KUHAP telah menggariskan pembagian wewenang secara 
instansional, KUHAP juga mengandung ketentuan-ketentuan 
Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke 
Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan 
                                                 
18 Moeljatno, www.Hukum Online.com 
19 Ibid, Hlm 34 
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penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan 
penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari 
kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.20 
Kegiatan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana 
merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah 
penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti 
bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan 
dengan mengadakan penyelidikan.  
Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi 
syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan 
lengkap oleh penuntut umum. Setelah itu, dibuat surat dakwaan dan 
selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang telah ditetapkan, 
dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti 
bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam 
surat dakwaan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan pidana. 
Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara, dilakukan 
oleh lembaga pemasyarakatan.21 
Pasal 14 butir b KUHAP berbunyi : 
“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan 
                                                 
20 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta, 2003, 
hlm 136 
21 Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Depok:Raih Asa Sukses, 




memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik.” 
 
Pada tahap prapenuntutan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas 
perkara hasil penyidikan yang dilakukan penyidik bila terdapat kekurangan 
dalam berkas tersebut. Hal ini dapat dilakukan sepanjang penuntut umum 
belum menyatakan lengkap. Bila sudah dinyatakan lengkap oleh oenuntut 
umum, berkas tidak dapat dikembalikan kepada penyidik. Bila berkas telah 
dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, tahap selanjutnya adalah 
penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik 
kepada penuntut umum.22 
Prapenuntutan diatur dalam KUHAP Pasal (14) huruf b dan 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia Pasal 30. 
Istilah prapenuntutan dalam pasal 14 KUHAP “mengadakan 
prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik. Waktu 
yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk meneliti dan mempelajari” 
adalah 7 (tujuh) hari. 
Adapun tujuan dari prapenuntutan itu sendiri, antara lain23 : 
                                                 
22 Ibid, Hlm. 23. 




a. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh 
Penyidik apakah sudah lengkap atau belum; 
b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan 
atau belum untuk dilimpahkan ke Pengadilan dan; 
c. Untuk menentukan sikap Penuntut Umum apakah akan segera 
menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk 
dilimpahkan ke Pengadilan. 
 
b. Penuntutan 
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 
butir 7 KUHAP). Penuntut dalam acara pidana anak mengandung 
pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara 
anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak (Pasal 41 ayat (1 dan 2) 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
Wewenang penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP 
antara lain : 
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan  
dari penyidik atau penyidik pembantu;  
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b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 
(3) yakni dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil 
penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan 
penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut 
umum. Pasal 110 ayat (4) yakni penyidikan dianggap telah 
selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak 
mengambalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas 
waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal 
itu dari penuntut umum kepada penyidik; 
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah 
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 
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i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-
undang ini; 
j. melaksanakan penetapan hakim. 
Pasal 30 Ayat (1) undang-undang kejaksaan, kejaksaan 
mempunyai tugas dan wewenang yaitu : 
a. melakukan penuntutan; 
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat; 
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
Pasal 41 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan 
berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 




a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah anak; dan 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
Dalam penuntutan perkara anak penuntut umum wajib 
mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas 
perkara dari penyidik, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
(Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak). 
Dalam Pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum 
berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa 
melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. 
Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa penuntutan 
merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum 
acara pidana. Karena pada tahap penuntutan terdakwa akan dibuktikan 
apakah ia benar-benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. 
Berhasilnya penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut 
umum dalam mengajukan alat-alat bukti dan membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
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Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada peran penuntut 
umum di mulai dari tahap prapenuntutan atau penelitian berkas perkara 
sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Dengan bekal 
kemampuan penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa yang 
bersalah telah melakukan tindak pidana dan didukung oleh berkas perkara 
yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil maka diharapkan 
hakim akan yakin bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana 
seperti didakwakan oleh penuntut umum.  
Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang antara lain oleh 
undang-undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan 
perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Menurut Pasal 1 butir 27 
KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping 
penuntut umum berwenang melakukan penuntutan perkara pidana, juga 
diberi wewenang untuk tidak melakukan penuntutan, yakni wewenang 
untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana karena 
tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
atau perkara itu ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). 
Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, 
harus segera mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara tersebut 
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telah lengkap memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke 
pengadilan atau belum. Bila penuntut umum berpendapat bahwa berkas 
perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, 
penunutut umum mengembalikan berkas perkara tersebut, disertai 
dengan petunjuk hal-hal apa yang harus dilengkapi. 
Bila ternyata berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik 
tidak dapat dilengkapi, penuntut umum dapat menerima berkas perkara itu 
kembali untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bila setelah dilakukan 
pemeriksaan tambahan ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup 
bukti atau perkara itu bukan merupakan tindak pidana, penuntut umum 
dapat menghentikan penuntutan demi hukum. 
Tindakan penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap 
perkara yang tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan 
merupakan suatu tindak pidana. Sebab, bila perkara tersebut dilimpahkan 
ke pengadilan, oleh pengadilan akan diputus dengan putusan yang bukan 
merupakan putusan pemidanaan, melainkan putusan bebas. Penghentian 
penuntutan dapat dilakukan apabila perkara itu tidak cukup bukti atau 
perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana atau juga karena 
perkara itu ditutup demi hukum. 
Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna 
selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat 
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dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan 
pelimpahan perkara ke pengadilan. Sebagai tindak lanjut pelimpahan 
berkas perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan 
pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa 
maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan 
oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. 
Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan dilakukan 
perpanjangan hingga 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh 
lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak 
kepada Pengadilan Negeri. Apabila jangka waktu tersebut berkas perkara 
belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangkan harus 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.  
Ketentuan penahanan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jika pada saat anak di Kepolisian 
telah dilakukan penahanan menurut batas maksimal penahanan oleh 
pihak Kepolisian selama 30 (tiga puluh) hari, maka sampai pada saat akhir 
batas penahanan di pihak penuntutan (Kejaksaan) berarti anak telah 
menjalani penahanan selama 55 (lima puluh lima) hari. 
Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Anak, 
untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan berwenang 
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mengeluarkan surat penahanan anak, untuk paling lama 15 (lima belas) 
hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) 
hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan 
hukum. 
Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak, yang 
ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua 
pengadilan yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Syarat 
ditunjuk sebagai hakim anak yaitu, berpengalaman sebagai hakim di 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, 
perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.24 
Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim 
dalam proses persidangan yaitu, jika tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak tergolong ringan, jaksa menuntut pidana di bawah 1 (satu) tahun. 
Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan 
berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana 
penjara terhadap seorang anak seringan-ringannya adalah 4 (empat) 
bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan menjalankan 
pidana penjaranya tinggal 1 (satu) bulan lagi.25 
Para pelaku anak yang melakukan tindak pidana serius yang 
berada di lembaga pemasyarakatan anak tetap disediakan fasilitas 
pengembangan kemampuan seperti hobi, pelatihan keterampilan, 
                                                 
24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 9. 
25 Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009. Hlm. 97. 
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bimbingan/konseling dan kegiatan mental lainya semaksimal sesuai 
dengan kemampuan lembaga. Tujuannya agar anak tetap dapat 
melanjutkan sekolahnya dan mempersiapkan keterampilan kerja untuk 
bekal setelah selesai mejalani pembinaan.26 
 
4. Pemeriksaan Persidangan 
Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, 
pemeriksaan di sidang penggadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh 
hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketuan Mahkamah Agung 
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul 
Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Penggadilan 
Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi27 : 
a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkup peradilan 
umum; 
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
maslah anak; dan 
c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat 
pertama dengan hakim tunggal, serta Ketua Penggadilan Negeri dapat 
menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau 
                                                 
26Ibid. Hlm. 113. 
27 Pasal 43 dan 44 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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lebih atau sulit pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan hakim 
dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti28. 
Terhadap perkara pidana yang terdakwanya anak-anak, 
penanganan perkara akan diprioritaskan dalam arti29 : 
a) Prosedur penanganan didahulukan, hal ini terkait masa 
penahanan yang lebih singkat dari terdakwa orang dewasa, 
sehingga jangan sampai keluar dari ketentuan hukum. 
b) Menghindari publikasi pers, agar mental dan sosial anak tidak 
terganggu. 
Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus 
mempertimbangkan apakah anak akan ditahan atau tidak. 
Pertimbangannya mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan 
apakah orangtuanya masih mampu mendidik anak dan menghindarkan 
anak di persidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini 
untuk tetap memberi kesempatan anak mendapatkan pendidikan yang 
baik dan tidak terganggu dengan jalannya persidangan. 
Pemeriksaan di sidang pengadilan hakim wajib mengupayakan 
diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri sebagai Hakim, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 
hari (Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak). 
                                                 
28 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 161. 
29 Marlina, Op.cit. Hlm. 133. 
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Hakim yang memeriksa pidana anak harus sesuai dengan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2012, karena jika tidak menyebabkan putusan batal. Misalnya 
persidangan anak dilakukan secara terbuka, maka persidangan itu batal 
demi hukum dan merugikan anak karena bisa mengganggu 
perkembangan mental dan fisik anak30. 
Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan, 
dalam arti hakim dan jaksa yang memeriksa tidak memakai toga dan 
pakaian dinas, hadirnya orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan, 
dan tetap memberikan hak kepada terdakwa untuk didampingi penasihat 
hukum/advokat. 
Hakim yang memeriksa juga memberi pengertian kepada orang 
tua tentang tingkah laku anak dan latar belakang tindakan anak yang 
melanggar hukum. Kadang orang tua hanya mengetahui tingkah laku 
anaknya di dalam rumah, tetapi tingkah laku anak di luar rumah yang 
berakibat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tidak 
diketahuinya. Kurangnya perhatian, bimbingan, dukungan, dan 
pengawasan orang tua terhadap anak juga bisa menjadi faktor anak 
melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keteladanan akan memberikan 
motivasi yang baik dan kominikasi yang terbuka diharapkan dapat 
menghindarkan seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum. 
                                                 
30 Ibid. Hlm. 134. 
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Dengan demikian, hakim dalam persidangan harus mempertimbangkan 
kepentingan dan masa depan anak yang tercermin dalam putusannya31. 
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum 
selesai diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari. Jadi waktu penahanan 
yang akan dijalankan oleh anak selama proses persidangan 45 (empat 
puluh lima) hari. Jadi seorang anak yang belum terbukti melakukan 
kesalahan mulai proses penyidikan sampai persidangan telah kehinlangan 
kebebasannya selama 90 (sembilan puluh) hari atau sekitar 3 (tiga) 
bulan32. 
Sama halnya dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, 
terhadap kasus anak juga setelah terdakwa menerima vonis atau putusan 
hakim ia masih memiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan 
upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum 
yang dapat dilakukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum 
terhadap putusan pengadilan melalui banding, kasasi, dan perlawanan, 
baik perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat penetapan 
maupun perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum luar biasa 
yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum33. 
                                                 
31 Ibid. 
32 Marlina, Op.cit, hlm. 148. 
33 Ibid, Hlm. 149. 
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Mengingat yang menajdi subjek dalam persidangan adalah anak, 
maka terhadap peradilannya terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan 
khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Untuk kepentingan 
pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan 
anak yang sedang diperiksa. Untuk keperluan pemeriksaan di pengadilan 
menahan paling lama 15 (lima belas) hari, untuk kepentingan 
pemeriksaan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling 
lama 30 (tiga puluh) hari, jika hakim belum memberikan putusannya, maka 
anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum34. 
Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih 
menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan 
tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum masih mengajukan tuntutan 
pidana terhadap pelaku anak.  
Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim 
dalam proses persidangan yaitu, jika tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak tergolong ringan, jaksa menuntut pidana di bawah 1 (satu) tahun. 
Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan 
berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana 
penjara terhadap seorang anak seringan-ringannya adalah 4 (empat) 
bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan menjalankan 
pidana penjaranya tinggal 1 (satu) bulan lagi35. 
                                                 
34 Pasal 47 Undang-Undang Pengadilan Anak. 





1. Hakikat dan Fungsi Prapenuntutan 
a. Hakikat Prapenuntutan 
Di dalam penjelasan Pasal 30 huruf a Undang-ndang Nomor 16 
Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa 
dapat melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan  jaksa 
untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima 
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau 
meneliti kelengkapan berkas perkara yang merupkan hasil  penydikan 
yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi 
oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut 
dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.36  
Dalam KUHAP terdapat Pasal-Pasal yang berkenan dengan pra 
penuntutan yaitu Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 109 Ayat (1) Pasal 110 
dan Pasal 138 KUHAP. 
Pasal 14 KUHAP berbunyi : 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan, pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) 
dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 
                                                 
36 Penjelasan KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf a. 
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Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “dalam hal penyidik telah 
mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak 
pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. 
Pasal 110 KUHAP berbunyi : 
1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 
wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut 
umum; 
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan 
tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi; 
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk 
dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan 
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; 
4. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari 
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 
sebelum batas waktu tersebut berakhir  telah ada pemberitahuan 
tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 
Pasal 138 KUHAP berbunyi : 
1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik 
segera mempelajari da menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib 
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu 
sudah lengkap atau belum; 
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2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 
empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus 
sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut 
umum. 
Pasal 110 tersebut bertutan dengan Pasal 138. Perbedaannya 
adalah Pasal 110 terletak dibagian wewenang penuntut penyidik, 
sedangkan Pasal 138 merupakan wewenang penuntut umum. 
Seadndainya sistematik KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang 
tersebut, maka kedua Pasal tersebut dapat digabungkan menjadi satu 
Pasal saja.37  
Penentuan jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan 
dinyatakan dalam Pasal 110 dn Pasal 138 KUHAP. Penuntut umum dalam 
jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya berkas perkara penyidikan wajib 
memberitahukan kepada penyidik tentang lengkap atau tidaknya berkas 
perkara penyidikan. Dalam hal berkas perkara penyidikan tidak atau 
belum lengkap menurut penelitian penuntut umum, maka ia berkewajiban 
untuk mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penyidik yang 
disertai dengan petunjuk-petunjuk (P-18, P-19) dalam jangka waktu empat 
belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik 
juga diberi kewajiban untuk melengkapi berkas perkara penyidikan itu 
                                                 
37 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 159. 
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dalam waktu empat belas hari sejak saat diterimanya pengembalian 
berkas perkara penyidikan dari penuntut umum. 
Dalam buku petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum 
Kejaksaan Agung RI disebutkan bahwa :  
Tugas prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas 
penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi 
berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang 
berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan 
demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan 
tugas-tugas : pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas 
perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil 
barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan 
barang bukti serta pemeriksaan tambahan38.  
Terlepas dari pengertian prapenuntutan itu sendiri, maka 
prapenuntutan ini adalah merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan 
penuntut umum. Karena kelengkapan hasil penyidikan sangat 
menentukan keberhasilan penuntutan, maka setelah penuntut umum 
menerima berkas perkara langsung meneliti dan mempelajarinya. Apabila 
penuntut umum kurang cermat dalam mempelajarinya dan meneliti berkas 
perkara, maka kelengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian 
penuntut umum atau dapat mengakibatkan gagalnya penuntutan, serta 
                                                 
38 Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum 




dapat berakibat bahwa seseorang yang seharusnya mendapat hukuman 
karena kesalahannya bebas begitu saja. 
Eratnya hubungan antara berkas perkara yang dilakukan dalam 
proses penyidikan dan hubungannya dengan sidang pengadilan, maka 
jaksa dalam menerima berkas perkara dari penyidik akan menentukan 
apakah telah cukup baginya untuk merumuskannya dalam suatu surat 
dakwaan. Penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk 
melakukan penyempurnaan berkas penyidikan apabila dirasakan terdapat 
kekurangan. Dengan demikian penyidik melakukan penyempurnaan 
sesuai dengan kehendak penntut umum. 
 
b. Fungsi Prapenuntutan 
Prapenuntutan merupakan tahap koordinasi antara penyidik dan 
penuntut umum, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik 
guna melengkapi berkas perkara atau dengan tujuan untuk 
penyempurnaan berkas perkara, sehingga fungsi prapenuntutan adalah 
untuk mengetahui apakah hasil penyidikan berupa berkas perkara telah 
memenuhi syarat formil dan materil. 
Dalam hal penyidikan, syarat formil tidak terlalu sulit untuk 
dilaksanakan atau dipenuhi dalam penyidikan karena hanya memuat 
tentang formalitas penyidikan misalnya identitas tersangka, surat izin 
penggeledahan dan penyitaan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana 
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disebutkan dalam Pasal 75 KUHAP, namun untuk syarat materil 
merupakan syarat yang sangat urgensi karena menyangkut tentang 
pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan, oleh karena itu pembuat 
undang-undang telah memberi ruang kepada penyidik untuk 
menggunakan kewenangannya apabila kemudian dalam penyidikan 
syarat materil tidak terpenuhi atau secara materil tersangka tidak 
melakukan tindak pidana sehingga penyidik dapat melakukan penghentian 
dalam hal tidak ckup bukti, ketentuan ini berdasarkan Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP. 
Prapenuntutan pada dasarnya merupakan tanggung jawab 
penuntut umum dalam hal untuk melengkapi berkas perkara ketika 
penyidik sudah menyatakan optimal dalam penyidikanya, jika penuntut 
umum dalam pengembalian berkas perkara memberikan petunjuk kepada 
penyidik dan selanjutnya penyidik ternyata tidak dapat memenuhi petunjuk 
tersebut, maka penuntut umum mengembalikan lagi berkas perkara 
terebut, bolak-baliknya berkas perkara hanya dapat dilakukan sebanyak 
tiga kali, hal ini sesuai dengan tata naskah peraturan Jaksa Agung RI 
nomor : 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dalam Pasal 11 ayat (5) dan 
ayat (6), disebutkan : 
5) Dalam hal penuntut umum menerima kembali berkas perkara yang 
sebelumnya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud 
ayat (3), tetapi tidak dilengkapi sesuai petunjuk, padahal hal 
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tersebut berpengaruh terhadap pembuktian di persidangan, maka 
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik; 
6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka penuntut umum harus 
memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan 
sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam 
penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya. 
 
Ketika ketentuan ini telah dilaksanakan dan penyidik menyatakan 
optimal dalam penyidikan, maka prapenuntutan yang merupakan 
tanggung jawab penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dapat 
mengambil alih penyidikan dengan melakukan pemeriksaan tambahan, 
jika penuntut umum telah melakukan pemeriksaan tambahan dan ternyata 
syarat materil belum dapat terpenuhi atau secara materil tersangka tidak 
melakukan tindak pidana, maka undang-undang memberikan wewenang 
kepada penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan, ketentuan 
ini berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. 
Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi dari prapenuntutan 
secara keseluruhan adalah untuk mengetahui apakah hasil penyidikan 
berupa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil  sehingga 
dapat ditentukan, apakah tindakan penyidikan dapat diteruskan ke tingkat 
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penuntutan dan selanjutnya ke sidang pengadilan ataukah penyidikan dan 
penuntutan dihentikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.  
 
2. Prosedur Prapenuntutan 
Administrasi perkara tindak pidana dilaksanakan sebagaimana 
ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-
518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan 
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 
November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang 
berisikan bentuk naskah perubahan formulir dan naskah penyempurnaan 
petunjuk/cara pengisihan yakni terdiri dari : 
a. Penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) 
Setiap penerimaan SPDP oleh kejaksaan di catat dalam register 
penerimaan dimulainya penyidikan atau dihentikannya penyidikan yaitu 
dalam register RP-6. Begitu pula apabila penyidik menghentikan 
penyidikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak 
terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
dan dihentikannya penyidikan karena demi kepentingan hukum, jika 
penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum dan keluarga, 
maka hal ini tetap harus diregister di dalam RP-6. 
 
b. Pemantauan perkembangan penyidikan 
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Setelah SPDP telah diterima oleh kejaksaan, maka pemimpin 
dalam unit kerja kejaksaan selanjutnya menerbitkan Surat Petunjuk Jaksa 
Peneliti (P-16) yang mana jaksa yang telah ditunjuk tersebut ditugaskan 
untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil 
penyidikan dan jika penyidikan dihentikan maka jaksa peneliti harus pula 
melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan 
(SP3) yang diterbitkan oleh pihak penyidik. Dalam hal SPDP tidak ditindak 
lanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 hari 
kepada penuntut umum, maka selanjutnya penuntut umum meminta 
perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik (P-17). Setelah 30 (tiga 
puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada 
penyidik dan belum ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara 
tahap pertama, maka SPDP dikembalikan kepada penyidik.39  
 
c. Penelitian berkas perkara tahap pertama 
Penerimaan berkas tahap pertama di catat dalam register (RP-7), 
penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera 
mempelajarinya dan menelitinya, apabila berdasarkan hasil penelitian 
penuntut umum terhadap berkas perkara ditemukannya adanya 
kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, 
                                                 
39 Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung RI Tentang Standar OperasionalProsedur (SOP) 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, nomor 36, tahun 2011. Pasal 12 ayat (1) dan (2). 
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penuntut umum memberitahukan hal tersebut disertai petunjuk yang harus 
dilengkapi.40  
Pemberian petunjuk tersebut merupakan tanggung jawab penyidik 
untuk dilengkapi, oleh karena itu penyidik dapat melakukan penyidikan 
tambahan, jika petunjuk tersebut tidak terpenuhi sedangkan petunjuk itu 
sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan, maka penuntut 
umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut disertai dengan 
petunjuk, bolak-baliknya berkas perkara hanya dapat dilakukan sebanyak 
tiga kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas. 
Penelitian kelengkapan berkas perkara dituangkan dalam check list, 
penelitian yang sempurna oleh penuntut umum akan memberikan 
keberhasilan pada saat penuntutan disidang pengadilan. 
d. Pemberian petunjuk dan pemberithuan penyidikan telah lengkap 
Apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara telah 
lengkap baik syarat formil maupun materilnya maka selanjutnya akan 
diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), 
sehingga penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti 
(tahap II) kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik belum 
menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat 
pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap (P-21A), dan 
apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan 
                                                 
40 Ibid, ayat (3). 
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bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan 
tahap II, maka demi kepastian hukum penuntut umum mengembalikan 
berkas perkara tersebut kepada penyidik.41 
Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada42 : 
1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan 
yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/ 
persetujuan ketua pengadilan. Disamping penelitian kuantitas 
kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas 
kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan 
undang-undang. 
2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan 
alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria 
yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil 
antara lain : 
Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang 
dilanggar), siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, 
mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli), bagaimana 
perbuatan itu dilakukan (modus operandi), dimana perbuatan 
dilakukan (locus delicti), bilamana perbuatan dilakukan (tempus 
delicit), akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara 
                                                 
41 Ibid, ayat (6). 
42 Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum 
KejaksaanAgung RI, Op.cit. 
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viktimologis), apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu 
(motivasi yang mendorong pelaku). Kelengkapan materiil terpenuhi 
bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian 
telah tersedia sebagai hasil penyidikan. 
Setelah memberikan petunjuk, selanjutnya penuntut umum 
mengembalikan berkas perkara kepada peniyidik. Apabila dalam waktu 14 
(empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara 
yang telah dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penyidikan 
tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar 
memberitahukannya kepada penyidik.43 
Dalam hal penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang 
bukti (Tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan 
lengkap, penuntut umum membuat membuat pemberitahuan susulan 
bahwa penyidikan sudah lengkap, dan apabila dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah 
lengkap penyidik belum melakukan penyerahan Tahap II, maka demi 
kepastian hukum penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut 
kepada penyidik.44 
 
e. Penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap II 
                                                 
43 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Op.cit. 
Pasal 12 ayat (5). 
44 Ibid, ayat (6). 
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Apabila penuntut umum sudah menyatakan berkas perkara telah 
lengkap dengan P-21, maka selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka 
dan barang bukti, selanjutnya diterbitkan surat perintah penunjukan jaksa 
penuntut umum oleh Kajari untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-
16A). 
Untuk penerimaan tersangka dilakukan oleh penuntut umum 
sebagaimana diperintahkan dalam P-16A dan dicatat dalam berita acara 
penerimaan dan penelitian tersangka. Apabila terhadap tersangka 
diperlukan penahanan, digunakan dokumen-dokumen surat perintah 
penahanan tingkat penuntutan dan dicatat dalam register tahanan perkara 
tahap penuntutan. 
Sedangkan untuk penerimaan tanggung jawab atas barang bukti 
dilakukan dengan berita acara penerimaan dan penelitian barang bukti. 
Sesuai dengan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum, hal-
hal yang perlu diteliti meliputi : 
1) Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya); 
2) Kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain); 
3) Kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak); 
4) Identitas/spesifikasi lainnya. 
 
f. Pemeriksaan tambahan 
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Pemeriksaan tambahan adalah kegiatan dimana penuntut umum 
berkoordinasi dengan penyidik untuk melengkapi berkas perkara, 
pemeriksaan tambahan dapat dilakukan45 : 
1) Dalam hal penyidik menyatakan optimal, sementara petunjuk dari 
penuntut umum belum dipenuhi oleh penyidik, maka penuntut 
umum mengusulkan kepada kepala kejaksaan negeri/kepala 
cabang kejaksaan negeri untuk dilakukan pemeriksaan tambahan; 
2) Dalam hal kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan 
negeri memerintahkan kepala seksi tindak pidana umum kepala 
cabang kejaksaan negeri untuk menyiapkan surat perintah 
penunjukan penuntut umum guna melengkapi berkas perkara untuk 
ditandatangani; 
3) Kepala seksi tindak pidana umum pada hari diterimanya surat 
perintah untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan 
mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan penuntut umum; 
4) Pelaksanaaan pemeriksaan tambahan dilaksanakan oleh penuntut 
umum dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam 
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang 
terkait; 
5) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan 
tambahan perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan, penuntut 
                                                 
45 Ibid, Pasal 28, 29. 
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umum segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke 
pengadilan negeri yang berwenang; 
6) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
tambahan perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, penuntut 
umum mengusulkan penghentian penuntutan; 
7) Usulan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan 
lain yang terkait; 
8) Penuntut umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
pemeriksaan tambahan; 
9) Petugas administrasi/tata usaha mengadministrasikan pelaksanaan 
pemeriksaan tambahan. 
Pelaksanaan pemeriksaan tambahan suatu berkas perkara yang 
dilakukan oleh penuntut umum selanjutnya dicatat dalam register perkara 
pemeriksaan tambahan, didalam ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) butir e 
undang-undang kejaksaan, diadakan sedikit perubahan, terhadap 
ketentuan di dalam KUHAP yang tidak memungkinkan pemeriksaan 
tambahan oleh jaksa sendiri. Dalam pasal itu dikatakan sebagai berikut : 
“Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelakasanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”. 
Ada dua batasan dalam ketentuan ini, yaitu : 
1) Berkas perkara tertentu; 
51 
 
2) Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Kalimat tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk melengkapi 
berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
1) Tidak dilakukan terhadap tersangka; 
2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya 
dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat 
membahayakan keselamatan negara; 
3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan 
ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP; 
4) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik. 
Sebenarnya ketentuan pembatasan pemeriksaan tambahan ini 
selaras dengan paham bahwa penyidikan itu monopoli polisi, sedangkan 
pemeriksaan tambahan oleh jaksa bersifat pengecualian, hal ini 
bertentangan dengan asas, bahwa penyidikan itu bagian dari persiapan 
penuntutan. 
C. Perlindungan hukum anak sebagai pelaku dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana 
1. Prinsip-prinsip perlindungan anak 
 
Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu :46 
 
a. Anak tidak dapat berjuang sendiri 
                                                 
46 Dr. Maidin Gultom, SH.,M.HUM. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika 
Aditama, 2008, Hlm.39. 
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Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak 
adalah : anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan 
keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat 
melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi 
kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk 
mengusahakan perlindungan hak-hak anak. 
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, 
dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus 
dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prioritas 
tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip 
ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu 
sandungan. Prinsip the best of the child digunakan karena dalam banyak 
hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan karena usia 
perkembangannya. Jadi jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat 
menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari. 
 
c. Ancangan daur kehidupan 
Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, 
lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak 
memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain 
yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah 
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berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. 
Periode ini penuh risiko  karena secara cultural, seseorang akan dianggap 
dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk 
menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang 
reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan 
salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan 
bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga 
diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang 
terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat 
jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik 
maupun emosional anak-anak mereka. 
 
d. Lintas sektoral 
Nasib anak tegantung dari berbagai faktor makro maupun mikro 
yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota 
dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan 
dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan 
ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih 
keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap semua orang di 
semua tingkatan. 
 
2. Pengertian anak 
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Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 angka 1 
ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah menikah, namun telah diubah oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 110/PPU-X/2012 bahwa batas 
usia anak yang dapat dipidana yaitu mulai umur 12 tahun dan belum 
pernah menikah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur  21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
menikah.   
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan 
bahwa Anak Nakal adalah : 
a) Anak yang melakukan tindak pidana; 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 
terlarang bagi anak. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan hukum yaitu47 : 
a. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap 
                                                 
47 M.Nasir Djamil. Op.cit. Hlm. 33. 
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sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos 
sekolah atau kabur dari rumah; 
b. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak 
yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap 
kejahatan atau pelanggaran hukum. 
Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas 
dari kemempuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang 
dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat 
kesesuaian diantara kematangan moral dan kewajiban anak dengan 
kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial 
anak menjadi perhatian.48 
Di Indonesia anak dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi 
menjadi tiga golongan yaitu49 : 
a) Anak dipidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh 
pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. 
b) Anak negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh 
pengadilan yang diserahkan pada Negara untuk dididik 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 
                                                 
48 Dr.Maidin Gultom,SH.,M.HUM. Op.cit, Hlm. 33. 
49 Lihat Pasal 45 dan 46 KUHP. 
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c) Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang 
tua/walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, 
dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak. 
Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-
hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, 
hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara 
pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, 
menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak 
benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan 
hak asasinya.50 
Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam 
usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 yaitu : 
a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan 
kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21); 
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); 
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, 
wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab 
                                                 
50Dr. Maidin Gultom.,SH.,M.HUM Op cit. Hlm. 54. 
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terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan 
anak (Pasal 23); 
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak (Pasal 24). 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan 
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut 
langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. 
Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan hak-hak anak, didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-
anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, karena adanya 
anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.51 
Pendekatan filosofi terhadap pelanggar hukum usia anak 
disebabkan dua faktor, yaitu52 : 
                                                 
51 Ibid. Hlm. 35. 
52 Marlina. Op.cit. Hlm. 133 
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a. Anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, 
sehingga sudah sepantasnya diberikan/diberlakukan 
pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman 
bagi anak dengan orang dewasa. 
b. Dibina, didasarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia 
lakukan. 
Dari pendekatan filosofi tersebut, maka secara mental dari sosial, 
pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak adalah menjadi 
tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Orang tua dan 
masyarakat perlu utnuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi 
anak secara mental, pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga misi 






A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis. Secara yuridis dengan 
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Prapenuntutan di Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan dan 
Kepolisian sebagai upaya mencapai tujuan akhir hukum acara pidana. 
Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut 
penerapan hukum.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Makassar, dalam hal ini 
Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Kantor Polrestabes, pilihan lokasi 
penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa Insitusi 
Penegak Hukum tersebut menyimpan data dan dokumen yang diperlukan 
oleh penulis. Adapun waktu penelitian mulai tanggal 5 Mei 2014. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 




a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian yaitu, Kejaksaan Negeri Makassar dan Polrestabes 
Makassar. Sumber data primer ini adalah hasil dari 
wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah 
menegetahui atau menguasai permasalahan yang akan 
dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari 
lokasi penelitian. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan 
peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan 
pendapat para ahli. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menaring data yang diperlukan, 
maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Polerstabes Makassar. 
b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan 
mengkaji dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang 
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berhubungan dengan pra penuntutan yang dilaksanakan oleh 
institusi yang berwenang yaitu Kejaksaan Negeri Makassar. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara 
kualitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari 
studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Perkara Pidana Anak 
Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dimulai, 
bila Penyidik menggunakan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan 
surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang.  
Penyidik dalam penyusunan berkas perkara harus sesegera 
mungkin menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) tahap, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat 
(3) KUHAP : 
Pasal 8 
2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 
3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan : 
a. Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; 
b. Dalam penyidikan sudah dianggap selesai penyidik 
menyerahkan tanggung jawab atau tersangka dan barang bukti 






SKEMA PENYERAHAN BERKAS PERKARA 
      TAHAP I 
 




Tahap pertama : proses penyerahan berkas perkara kepada penuntut 
umum 
Tahap kedua : penyerahan tanggung jawab atau tersangka dan 
barang bukti kepada penuntut umum dengan catatan 
berkas perkara telah sempurna (penyidikan sudah 
lengkap) 
Penyidik harus segera mengeluarkan Surat Pemberitahuan 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum. Sehubungan 
dengan pemberitahuan ini ditegaskan tentang kewajiban penyampaian, 
bentuk dan waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai berikut53: 
a. Bahwa pemberitahuan oleh penyidikan kepada Penuntut Umum 
sebagaimana dimaksud oleh pasal 109 KUHAP adalah 
merupakan kewajiban bagi Penyidik. 
                                                 
53 M. Husein Harun, Penyidik Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 
1991, Hlm. 21. 







b. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya harus tertulis demi 
ketertiban administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu 
adanya suatu standarisasi, yakni apakah pemberitahuan ini 
dituangkan dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas 
biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk 
cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan 
tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu diusulkan 
secara tertulis. 
Dalam prakteknya, SPDP dilakukan sejak penyidik memulai 
penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Tidak ada aturan khusus 
maupun umum yang mengatur tentang batas waktu SPDP, hanya saja 
ditentukan dengan tingkat kesulitan dalam penyelesaian perkara tersebut.  
Ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf a, erat kaitannya dengan 
ketentuan pasal 110 dan pasal 138 KUHAP yang mengatur tentang 
penelitian hasil penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada 
Penuntut Umum. Jadi maksud diadakannya ketentuan tersebut yakni 
untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk meneliti 
berkas perkara hasil penyidikan. 
Apabila menurut hasil penelitian itu, ternyata berkas perkara telah 
lengkap dalam arti telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil 
untuk kepentingan penuntutan, maka Penuntut Umum akan 
memberitahukan hal itu kepada Penyidik. Sebaliknya bila ternyata bahwa 
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hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum akan 
mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk guna 
dilengkapi54. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 4 KUHAP, penyidikan 
dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari setelah Penuntut Umum 
menerima berkas perkara dari Penyidik, atau tidak ada pemberitahuan 
dari Penuntut Umum apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum 
lengkap, sebelum berakhirnya batas waktu tersebut. 
Dalam hubungannya dengan pengertian prapenuntutuan M.Yahya 
Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut “Pada penyerahan 
tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas 
perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum pun secara nyata 
dan fisik menerimanya dari tangan Penyidik”. 
Namun demikian sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan 
fisik kepada Penuntut Umum, Undang-Undang belum menganggap 
penyidikan telah selesai. Atau dengan perkataan lain, penyerahan berkas 
perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian 
pemeriksaan penyidikan. Sebab kemungkinan besar hasil penyidikan 
yang diserahkan, akan dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada 
penyidikan, dengan petunjuk agar Penyidik melakukan tambahan 
pemeriksaan penyidikan. 
                                                 
54 Ibid. Hlm. 58. 
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Dari itu, selama masih terbuka kesempatan untuk mengembalikan 
berkas perkara kepada Penyidik, hasil penyidikan dianggap belum 
lengkap, dan menganggap hasil pemeriksaan penyidikan lagi mencapai 
titik penyelesaian. Itu sebabnya penyerahan berkas tahap pertama disebut 
“prapenuntutan”. Jadi penyerahan berkas tahap pertama belum dapat 
diartikan sebagai realisasi “penuntutan”.55 
Tentang isi petunjuk Penuntut Umum kepada Penyidik guna 
melengkapi hasil penyidikan, adalah sifat kasuistis. Namun demikian 
secara umum dapat dirumuskan bahwa isi petunjuk tersebut adalah hal-
hal yang harus dilakukan penyidik guna melengkapi hasil penyidikan. 
Kelengkapan tersebut diperlukan oleh Penuntut Umum guna kepentingan 
pembuktian. Yang diperlukan oleh Penuntut Umum tersebut, ialah alat-alat 
bukti guna membuktikan tentang adanya tindak pidana dan tersangkalah 
yang dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana tersebut.56 
Bila hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap, tahap selanjutnya 
ialah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Bila 
penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh Penyidik, 
berarti penyidikan telah selesai sepenuhnya. Oleh karena itu 
pengembalian berkas perkara dengan petunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan ulang/tambahan tidak dimungkinkan lagi.57 
                                                 
55 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar 
Grafika. 2003, Hlm. 58. 
56 Wawancara dengan Ibu Rustiani, S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 




Dalam melaksanakan kewajiban penyidik, ada beberapa hal yang 
dapat diuraikan pada berikut58 : 
1. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib 
dirahasiakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-
Undang Pengadilan Anak. Namun sayang nya undang-undang ini 
tidak merumuskan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap 
pasal ini. Artinya apabila penyidik tidak merahasiakan atau 
memberi penjelasan terhadap pers atau pihak mana pun terkait 
dengan kasus anak yang masih dalam penyidikan, undang-undang 
pengadilan anak tidak memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran.  
2. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana 
kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1)). Secara autentik, dalam 
penjelasan pasal dirumuskan bahwa suasana kekeluargaan antara 
lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai 
pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan 
simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak 
memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti oleh anak dan dapat mengajak tersangka untuk 
memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan 
simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik 
bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka 
                                                 
58 Nashriana,S.H.,M.Hum.,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 118. 
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anak. Suasana kekeluargaan juga berat tidak ada pemaksaan, 
intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. 
3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta 
pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (2) 
Undang-Undang Pengadilan Anak). 
4. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka berkasnya 
dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Pengadilan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana 
bersama dengan orang dewasa, anak diajukan ke sidang anak 
sementara orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. 
Sebagimana diketahui bahwa dalam perkara anak penyidiknya 
tidak sama dengan penyidik apabila tindak pidana itu dilakukan 
oleh orang dewasa. Konsekuensinya pada tingkat penyidikan pun 
demikian, perkara anak dan perkara orang dewasa harus dipisah 
meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan secara 
bersama-sama. 
5. Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan 
KUHAP, karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang 
Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan 
perkara anak. Artinya ketentuan tentang pemberkasan perkara 
anak dikembalikan kepada ketentuan KUHAP sebagai ketentuan 
umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHAP, penyidik 
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diperintahkan membuat Berita Acara tentang pelaksanaan 
tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, yaitu : 




e. Pemasukan rumah; 
f. Penyitaan surat; 
g. Pemeriksaan surat; 
h. Pemeriksaan saksi; 
i. Pemeriksaan di tempat kejadian; 
j. Pelaksanaan penetapan dari putusan hakim; 
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan 
KUHAP. 
Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksa (dalam 
perkara anak adalah penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan 
sumpah jabatan. Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak 
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut ketentuan 
Pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara (anak) kepada 
penuntut umum dilakukan sebagi berikut59 : 
a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas 
perkara; 
                                                 
59 Ibid, Hlm. 121. 
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b. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik 
menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum. 
Untuk memproses kasus perkara pidana anak polisi tetap 
meminta bantuan dari balai pemasyarakatan (BAPAS) yang mendampingi 
anak tersebut untuk mendapatkan hasil laporan berdasarkan penelitian 
kemasyarakatan60.  
Para aparat penegak hukum yang ada dikejaksaan memiliki 
pertimbangan dalam hal penyelesaian perkara pidana untuk melakukan 
penelitian berkas perkara secara cermat, yaitu dengan memperhatikan 
kelengkapan berkas baik dari segi formil maupun materiil. Selanjutnya 
apabila berkas sudah memiliki persyaratan tersebut, maka perkara 
dianggap layak untuk dibawa ke persidangan. Pertimbangan dalam 
penyelesaian perkara pidana guna untuk memberikan kejelasan atau 
membuat titik terang suatu tindak pidana agar mempermudah aparat 
penegak hukum dalam memperoleh hukum yang sedang berlangsung 
agar dapat mencari kebenaran yang hakiki61. 
Dalam proses peradilan anak, struktur pidana yang selanjutnya 
berperan adalah jaksa atau penuntut anak. Artinya yang berwenang untuk 
                                                 
60 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di 
Polrestabes Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
 
61 Wawancara dengan Ibu Rustiani, S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 




melakukan penuntutan terhadap  anak yang didakwa melakukan tindak 
pidana adalah penuntut umum anak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 
53 Undang-Undang Pengadilan Anak. 
Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari 
penyidik anak, harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam 
tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil 
penyidikan yang dilakukan telah cukup ataukah tidak. Jika ternyata hasil 
penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas 
perkara kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang 
harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan 
dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan 
berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara 
tersebut kepada penuntut umum.  
Dalam menahan tersangka anak, menurut Pasal 30 ayat (1) dan 
ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penuntut umum 
wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan 
tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. 
Dan pernyataan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam surat 
perintah penahanan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. 
Apabila dalam masa penahanan tersebut penuntut umum belum 
dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum 
kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk 
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paling lama 5 (lima) hari. Artinya apabila seorang anak yang telah 
melewati masa penahanan 25 (dua puluh lima) hari sementara penuntut 
umum belum menyelesaikan tugasnya, maka anak harus dikeluarkan dari 
tahanan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak). 
Dalam perkara anak nakal, setelah menerima berkas perkara 
yang dilimpahkan oleh penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa 
hasil penyidikan telah cukup (P-21) dan dapat dilakukan penuntutan, 
maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Pengadilan Anak, maka 
wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan 
ketentuan KUHAP. Ketentuan Pasal 54 tersebut sejalan dengan ketentuan 
Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang juga mengharuskan penuntut umum 
secepatnya membuat surat dakwaan apabila penyidikan yang dilakukan 
oleh penyidik telah lengkap.62 
Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus 
berpedoman pada ketentuan Pasal 143 KUHAP, terutama ayat (2) dan 
ayat (3) yang secara lengkap berbunyi : 
2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
tersangka; 
                                                 
62 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hlm. 60. 
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b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 
Ayat (2) butir a dan b Pasal 143 KUHAP tersebut adalah 
merupakan syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan.63 
Bahwa dalam menyusun berkas hasil penyidikan harus sesuai 
dengan keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti yang 
ditemukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP), dan tidak lupa 
juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 
setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka penyidik menyusun 
berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum.64 
Penuntut umum menerima berkas perkara yang dikirim penyidik, 
penuntut umum segera memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, 
setelah memeriksa berkas perkara penuntut umum harus segera 
memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu kurang 
lengkap, untuk itu penuntut umum segera mengembalikan lagi kepada 
penyidik agar segera dilengkapi. Pemeriksaan penyidikan tambahan yang 
dilakukan penyidik selama 14 (empat belas) hari sudah harus selesai dan 
                                                 
63 Gatot Supramono, Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta, 
Djambatan, 1991, Hlm. 12. 
64 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di 




sempurna, penyidik menyerahkan kembali hasil penyidikan kepada 
penuntut umum untuk diperiksa kembali berkas perkara tersebut. Apabila 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak 
mengembalikan berkas perkara tersebut maka berkas perkara yang 
diserahkan kepada penuntut umum dianggap sudah sempurna dan bisa 
diajukan ke pengadilan untuk segera bisa disidangkan. 
Penyidik menyerahkan berkas perkara untuk diperiksa selama 7 
(tujuh) hari untuk diperiksa secara seksama. Seandainya hasil penyidikan 
dianggap kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas 
perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk melengkapi 
berkas perkara yang kurang sempurna. Petunjuk tersebut memenuhi hak-
hak anak serta perlindungannya. Selama 14 (empat belas) hari penyidik 
harus melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan 
penuntut umum, setelah hasil penyidikan tambahan selesai penyidik 
menyerahkan kembali ke penuntut umum untuk diperiksa65. 
Pada saat dimulainya proses penyidikan, penyidik segera 
mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan 
negeri, setelah surat itu diterima oleh kepala kejaksaan negeri maka surat 
pemberitahuan dimulainya suatu penyidikan diserahkan kepada kepala 
seksi guna mempersiapkan konsep surat penunjukan jaksa penelitian 
yang disebut P-16. Jaksa penelitian disebut sebagai jaksa penuntut 
                                                 
65 Wawancara dengan Ibu Rustiani, S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 
Makassar, Jumat 9 Mei 2014, 10:05 WITA. 
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umum, jaksa penuntut umum ini mempunyai tugas meliputi perkembangan 
penyidikan seperti yang ada pada SPDP, dan mempersiapkan petunjuk-
petunjuk guna menyelesaikan berkas perkara.66 
Berkas perkara yang telah disusun oleh penyidik dari hasil 
penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Setelah berkas 
perkara diterima jaksa penuntut umum, maka pihak kejaksaan memberi 
formulir P-18 (berkas sudah diterima) kepada penyidik dan secepat 
mungkin meneliti berkas perkara itu kurang lebih satu minggu untuk 
diajukan ke pengadilan. Apabila berkas perkara yang telah diteliti dan 
masih kurang lengkap dan sempurna, maka jaksa memberi formulir P-19 
kepada penyidik untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari 
penyidik harus menyerahkan kembali berkas perkara sesuai petunjuk 
yang diberikan jaksa penuntut umum67. 
Dengan diterimanya berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan 
sempurna, maka kepala kejaksaan negeri menunjuk penuntut umum dan 
penuntut umum pengganti untuk melakukan pengamatan terhadap berkas 
perkara mengenai68 : 
1. Waktu dan tempat kejadian tindak pidana 
2. Pelaku serta orang-orang yang mungkin terlibat melakukan tindak 
pidana 
3. Penuntutan 
                                                 
66 Abd. Hakim Nusantara, Penjelasan KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan, Jakarta, 
Djambatan, 1986, Hlm. 21 
67 Ibid. Hlm. 30. 
68 Ibid. Hlm. 36. 
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4. Alat-alat bukti 
5. Keterangan laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan 
Karena berkas perkara dianggap sempurna maka penyidik 
membawa surat dakwaan dan alat bukti kepada jaksa untuk dilakukan 
penuntutan. Sedangkan berkas perkara adalah berupa sekumpulan surat-
surat hasil pemeriksaan atau berita acara yang dihimpun oleh penyidik 
sebelum diserahkan kepada penuntut umum, yang memuat tentang hasil 
pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan tersangka, hasil pemeriksaan alat 
bukti, dan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Kelengkapan dan 
kesempurnaan dalam penyusunan berkas perkara harus memperhatikan 
juga hasil penelitian berkas perkara itu sendiri baik secara formil maupun 
materiil, adapun syarat formil atau syarat materiil yang harus ada dalam 
hasil penelitian berkas perkara anak meliputi69 : 
a. Persyaratan formil 
Berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dapat dikatakan 
secara formil apabila memuat antara lain : 
1. Identitas tersangka seperti dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a 
KUHAP 
2. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila 
penggeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan 
Pasal 38 KUHAP) 
                                                 
69 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di 




3. Penyidik/penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri 
Kehakiman No. M.05.PW.07.04 Tahun 1984 
4. Surat izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila 
dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP 
5. Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 
KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, 
penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh 
yang berhak mendampinginya. 
 
b. Persyaratan materiil 
Kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara 
sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke 
pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagimana diatur 
dalam Pasal 183, 184 KUHAP, uraian secara jelas, cermat dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. 
Dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah 
lengkap, maka jaksa penuntut umum sudah menjadikan sebagai 
dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil 
maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu 
lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Akan tetapi 
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apabila hasil penyidikan dari penyidik belum lengkap, maka jaksa 
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, 
disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik sehingga hasil 
penyidikan memenuhi syarat Pasal 138 jo Pasal 110 KUHAP. 
Biasanya untuk jaksa dalam menangani kasus anak yang 
berhadapan dengan hukum sebelum persidangan, berkas perkaranya 
harus dilampirkan laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan. Dan 
persidangannya pun mengacu kepada undang-undang pengadilan anak, 
baik suasana sidang hakim tidak memakai toga, jaksa pun tidak memakai 
toga. Hakim tunggal dan tertutup, hanya keluarga atau orang tua dari anak 
yang berhadapan dengan hukum. Anak didampingi bapas dan 
pengacaranya.70 
Dalam penyerahan berkas perkara yang dilakukan penyidik dan 
diperiksa oleh jaksa penuntut umum ternyata kurang memenuhi 
persyaratan materiil dan formil seperti yang diuraikan diatas, maka jaksa 
penuntut umum berpendapat71 : 
1. Hasil penyidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti untuk negara 
menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan 
untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. 
                                                 
70 Wawancara dengan Ibu Rustiani, S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 





2. Hasil penyidikan belum lengkap perlu diberi petunjuk : 
a. Perkara belum di split 
b. Perlu saksi ahli 
c. Perlu alat bukti yang lain 
3. Hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara materiil belum 
terpenuhi, maka diberikan petunjuk barang bukti dan tersangka 
agar diserahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan 
Dalam penyusunan berkas perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 
121 KUHAP yang mengatur tentang : 
a. Tanggal pada berita acara; 
b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa 
dengan membuat waktu, tempat dan keadaan waktu tindak pidana 
dilakukan; 
c. Nama dan tempat tinggal terdakwa; 
d. Catatan mengenai akta atau benda dan; 
e. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan 
penyelesaian perkara. 
Apabila pada saat penyidik dalam menjalankan penyidikan 
terpaksa harus dihentikan, maka penyidik harus memberi surat 
pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum. 
penghentian penyidikan dapat disebabkan karena : 
a. Tidak cukup bukti; 
b. Bukan merupakan tindak pidana dan; 
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c. Demi hukum. 
Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bolak-baliknya 
berkas perkara hanya dilakukan satu atau dua kali agar pemeriksaan anak 
tersebut tidak terlalu lama dan menguntungkan bagi anak sehingga hak 
dan perlindungan anak tersebut terpenuhi72. 
Pemeriksaan penyidikan dalam proses prapenuntutan harus 
dilakukan dengan sempurna dan ditinjau dari kelengkapan berkas dan 
segi yuridis teknis dalam pembuatan berita acara yang telah ditentukan 
oleh undang-undang maupun dari segi persyaratan pembuktian73. 
Dengan kurang memperhatikan syarat-syarat yang dapat 
memenuhi kelengkapan berkas perkara, maka penuntut umum harus 
mengutamakan syarat formil dan materiil serta kelengkapan dari berkas 
hasil penyidikan, apabila syarat formil dan materiil dalam penyusunan 
berkas perkara terdapat kekurangan akan mengakibatkan tidak sahnya 
berkas perkara itu, hal ini menjadikan cacat hukum bagi berkas perkara. 
Oleh karena itu syarat formil dan materiil suatu berkas perkara harus 
dilihat penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara dengan 
disertai petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang harus 
dilakukan oleh penyidik. 
                                                 
72 Ibid. 
73 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di 




Bila belum dipenuhi, penuntut umum melaporkan kepada Kepala 
Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang 
akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan 
akhirnya diserahkan kepada kebijakan pimpinan. Pelaksanaan pekerjaan 
ini harus sudah selesai dalam waktu satu hari. Untuk mencegah lebih dari 
dua kali antara penyidik dan penuntut umum, tambahan pedoman 
pelaksanaan KUHAP butir 5 yang intinya “harus mengintensipkan 
koordinasi antara penegak hukum di daerah”. Dalam hal upaya penyidik 
ternyata sudah optimal. Maka penuntut umum dapat melengkapi berkas 
perkara dengan mengadakan pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 27 ayat (1) sub d Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1991. Khusus untuk berkas perkara hasil 
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil agar diperhatikan tambahan 
pedoman pelaksanaan KUHAP butir 6 yang intinya menyatakan bahwa 
dalam tindak pidana khusus berkas perkara diserahkan langsung kepada 









B. Permasalahan hukum yang terdapat dalam proses prapenuntutan 
perkara anak 
Jaksa penuntut umum dalam melakukan tindakan prapenuntutan 
terhadap BAP yang kurang lengkap harus didasarkan pada kriteria-kriteria 
tertentu. Adapun kriteria yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam 
melakukan prapenuntutan ialah74 : 
1. Alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap 
Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh 
penyidik secara lengkap dalam BAP. Hal ini membuat jaksa 
penuntut umum merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan dan 
pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tersangka 
dipengadilan nanti. 
2. Keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap 
dalam BAP 
Keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebelumnya telah 
dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tidak dicantumkan dengan 
lengkap dalam BAP, sehingga menyebabkan kekuranglengkapan 
mengenai informasi yang telah dikemukakan dan diberikan oleh 
saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini 
diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah memeriksa BAP dan 
mengecek kebenaran dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan 
sebelumnya oleh penyidik. 





3. Terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat 
formil dan syarat materiil 
Kesalahan ini diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah meneliti 
mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil dalam BAP. 
Kelengkapan formil adalah sesuatu yang berhubungan dengan 
formalitas atau persyaratan tentang tata cara penyidikan yang 
harus dilengkapi surat perintah dan berita acara yang 
keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Sedangkan kelengkapan materiil adalah kelengkapan informasi, 
data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan 
pembuktian. 
Persentase perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang 
berhadapan dengan hukum tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 
Tabel 1 





2011 % 2012 % 2013 % 
1 Pencurian 27 45.00 32 50.00 20 57.14 
2 Penganiayaan 20 33.33 18 28.13 3 8.57 
3 Narkotika 10 16.67 5 7.81 7 20.00 
4 Kekerasan 3 5.00 9 14.06 5 14.29 
Jumlah 60 100.00 64 100.00 35 100.00 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar (diolah 22 Juli 2014) 
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anak yang mengalami 
prapenuntutan tidak stabil. Dapat dilihat dari tabel diatas prapenuntutan 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami 
fluktuasi. Hal ini didasarkan karena ada beberapa kendala yang terjadi 
pada penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik ke 
penuntut umum yang dapat mengakibatkan proses prapenuntutan menjadi 
berlarut-larut atau memakan waktu cukup lama. 
Tabel 2 





2011 % 2012 % 2013 % 
1 Penganiayaan 88 26.11 57 16.19 51 12.56 
2 Kelalaian 18 5.34 12 3.41 15 3.69 
3 Pencurian 173 51.34 181 51.42 196 48.28 
4 Sajam 6 1.78 35 9.94 81 19.95 
5 Kekerasan 11 3.26 23 6.53 15 3.69 
6 Narkotika 33 9.79 24 6.82 35 8.62 
Jumlah 329 100.00 332 100.00 393 100.00 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar (diolah 12 Mei 2014) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah 
anak yang melakukan tindak pidana meningkat. Ini didasarkan karena 
kurangnya perhatian dari orangtua maupun pengaruh dari pergaulan yang 
terdapat di lingkungan baik disekolah maupun diluar sekolah. 
Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian sering 
terjadi dikalangan anak-anak, diurutan kedua adalah tindak pidana 
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penganiayaan yang sering terjadi, tidak demikian yang terdapat pada 
tindak pidana kepemilikan sejata api, senjata tajam dan bahan peledak 







2011 % 2012 % 2013 % 
1 Laki-Laki 342 95.80 345 97.73 427 97.94 
2 Perempuan 15 4.20 8 2.27 9 2.06 
Jumlah 357 100 353 100 436 100 
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar (diolah 12 Mei 2014) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya anak laki-laki 
yang melakukan tindak pidana melainkan anak perempuan juga. Dari 
tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun anak laki-laki 
mengalami peningkatan melakukan tindak pidana, sedangkan anak 
perumpuan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan tapi dari 
tahun 2012 ke 2013 meningkat. 
Dari tabel diatas dapat disimpulakn bahwa tidak hanya dari laki-
laki yang saja yang dapat melakukan tindak pidana melainkan perempuan 
juga cenderung melakukan tindak pidana. Hal tersebut bisa terjadi karena 
akibat pergaulan yang salah, kurang perhatian dari keluarga, serta rasa 
keingin tahuan akan hal tersebut atau ingin coba-coba dalam hal tersebut. 
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Hambatan yang timbul pada proses prapenuntutan sering terjadi 
pada penyerahan dan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada 
penuntut umum dapat mengakibatkan proses prapenuntutan menjadi 
berlarut-larut atau memakan waktu cukup lama. 
Hambatan-hambatan tersebut dialami oleh penyidik dalam hal ini 
sebagai aparat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana serta jaksa penuntut umum yang bertugas memeriksa hasil 
penyidikan dari penyidik guna di limpahkan ke pengadilan negeri yang 
berwenang. 
Penyidik sering kali mengalami hambatan dalam melakukan 
prapenuntutan, sebagai berikut75 : 
1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengembalian BAP 
dari penuntut umum pihak penyidik belum mengembalikan berkas 
tersebut kepada kejaksaan negeri dikarenakan penyidikan 
tambahan belum selesai 
2. Adanya petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik sering 
berubah-ubah 
3. Kurangnya penyidik khusunya pada penyidik anak 
4. Terkadang anak tidak menjawab pertanyaan dari penyidik 
Hambatan yang dialami penuntut umum, adalah76: 
                                                 
75 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di 
Polrestabes Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
76 Wawancara dengan Ibu Rustiani, S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 
Makassar, Jumat 9 Mei 2014, 10:05 WITA. 
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1. Ketentuan berapa kali penyerahan BAP yang timbal balik tidak 
ditentukan, berakibat BAP tersebut menjadi mondar-mandir, 
berlarut-larut dari kejaksaan negeri ke penyidik atau sebaliknya. 
2. Dalam BAP penyidik tidak melengkapi ketentuan syarat formil. 
3. Identitas tersangka tidak lengkap. 
4. Keterangan tersangka kurang lengkap. 







1. Yang menjadi ukuran (kriteria) pengembalian berkas dari penuntut 
umum ke penyidik, kelengkapan berkas yang meliputi pemenuhan 
syarat formil dan materiil. Bahwa pada waktu penuntut umum 
melakukan penelitian, maka yang diteliti itu menyangkut syarat 
formil dan materiil bilama berkas perkara yang diteliti itu belum 
memenuhi syarat formil dan materiil maka penuntut umum 
memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas 
perkara tersebut. 
2. Alasan hukum (alasan yuridis) yang ditentukan dalam praktek yang 
menjadi dasar penuntut umum mengembalikan berkas ke penyidik 
adalah: 
a. Alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap; 
b. Keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap 
dalam BAP dan; 
c. Terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat 








1. Bahwa dengan jelasnya aturan-aturan mengenai prosedur 
penanganan perkara terhadap anak, di harapkan aparat penegak 
hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam memproses perkara 
anak dapat intensif, efektif dan efisien sehingga peradilan 
sederhana, cepat dan ringan dapat terwujud sebagaimana yang di 
harapkan. 
2. Perlu adanya perhatian khusus untuk anak sehingga tidak 
terpengaruh dari lingkungan sekitar. 
3. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa 
Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu 
perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra 
penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke 
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